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XABUPATEIT IIALMAHERA BARAT
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BUPATI HALMAHERA BARAT,
: a. irahw'a berrjasarkan krtentuan Pasai 125 huruf a per.atur.nn

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2orr tentang Tata cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah,
Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke4'a Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meiiputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat l)aerah;

Lr. bahwa untuk menjarnin terlaksananya penylisunari R*nia
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk rirn
Penyusunan Rencana Keda (Renja) Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27;

c. Lrahwa berdasarkan pertimbangan seLragaimana dimaksud pada
hufuf a dan hur-uf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang pembentukan Tim penl.usunan
Rencana Ke4'a (Renja) Badan pendapatan Daerah Haknahera
Barat Tahun Anggaran 2O27;

: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1g5g tentang penetapan
undang:undang l{oinor 2J Darurat Tahun lqsz te::tang
Pembentukan Daerah-Daerah swantra Tingkat Ii dalam wilayah
Daerah Su.antra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Und,ang;

2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 46 Tahun lggg tentang pembentukan
Propinsi Mairiku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. IJndang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemLrentukan
Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Harmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan suia, Kabupaten Ifaimahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003 tentang
Negara;

Keuangan

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. undang-undang Nomor '2s tahun 2aa4 tentang sistem
Perencanaan Pemtlangunan Nasional;

7. Unriang-undang Nonor 23 Tahun 2AU telta:rg Pegreriliaitan
Daerah;

B. undang-undang Nomor 1 Tahun '20'22 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangal;
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10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peratur"an Pemerintah Nomor 12 Tahun 21iq teniang pengeioiaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan
Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2A16 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengeiolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 86 Tahun 2A17 tentang
Tata Cara Perencanaan.Pengendalian dan Evaluasi Pembarlgllnan
Daerah, Taia Cara Evaiuasi Ramcangan Peraiuran Daerai:
Tentang Rencana Pembangunan Ja:rgka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O1g tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 90 Tahun 21lg tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Peraturan Mentei:i Dalam l{egeri Nomor 19 Ta_rhun
Pengukuran indeks Pengelclaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

242* tentang

'2O2A tentang

Keputusan Menteri Dalam l,{egeri Nomor 900.1-2850 Tahun '2A'20
tentang Perubahan Ketiga diatas Keputusan Menteri dalam
Neger-i Nomor 050-5889 Tahun '2A21 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verilikasi,
dan Nomenkiaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A'21 tentang Peubahal atas Peraturan Ilaerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Kabupaten Haimahera Barat;
Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A'22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah KaLrupaten l{almahera Barat Nomor 2 Tahun
'20'23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26:
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A21
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 ?ahun 2A23
tentang Perubairan Keempai atas Peraturan bupaii Hafunahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/KPTS/112O26
tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungafl Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Peiabat Pemegang Ker.venangan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2026:
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2426 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2426;

MTMUTUSITAS

Membentuk Tim Penyusunan Rencala Kerja (Renja) Badaa
Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2027 pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Hslmahera Barat dengan Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Halrnahera Barat Tahun Anggaran
2027 sesuai dengan Ketentuan Perrrndang-undangan yang berlaku;
Segala hraya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berl,aku sejak tanggal ditetapkan.

1.

2.
-J.

kepada Yth l
Inspektur Inspektorat Kab. Haknahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halrnahera Barat di Jailolo,
Kepa1a BAPPERIDA Kab. Halrn4hgr'6 Barat di Jailolo.

Ditetapkan di : Jailolo
PadaTanggal : 19J

BUPATI BARAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 31.A llKwsfll2o26
TANGGAL: 19 JANUARI 2A26

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
ANGGARAN 2027

(RENJA) BADAN
BARAT TAHUN

ilo ItAlYrA /NrP JABATAIT DALAM
TIM

KET

I CHUZAEMAI{ DJAUFIAR, SH. M. Si
NrP 197405A2 L99903 2 ALA

FENGARAH

2 MARTHEN A. BAURA,S.Si TEOL., M.Si
NrP 1975061220A604 1 008

KETUA

3 APOLOS FURE, S.Pd.ME
NIP 19790223 ZQLDQL 2 AA7

SEKRETARIS

+ MOHAMMAD MATHAR, SE. ME
NrP 19750612 200003 1 003

ANGGOTA

5 MUKARAM HI.PATTY,SP
NIP 19700814 200112 1 003

ANGGOTA

6 SITI NAPSIA LEWBNUSSA, S.IP
NrP 1976L225 200Lr2 2 0A3

ANGGOTA

7 SAHRUDIN HAMID, SE
NrP 19780803 200312 L AA2

ANGGOTA

I ABDURRAHMAN MANSUR, SE
NIP 19740821 200802 1 001

ANGGOTA

Paraf BUPATI HALM4JI{EJilA BARAT,

Ass. Bid. Adm.Umum
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